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PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mur

a/,’ \_\""/\ l\ ”
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sunaryo bin Jumadin, NIK 5307070107830028, tempat tanggal lahir Maros,
07 November 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.042 / RW.009,
Kelurahan  Wolomarang, Kecamatan Alok Barat,
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
fajryahramadhaniO7 @gmail.com sebagai Pemohon I;

Rini Maisarah binti H. Yasin, NIK 5307144908840001, tempat tanggal lahir
Wuring, 09 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Wuring RT.034 RW.009, Kelurahan
Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
mmO0072201@gmail.com sebagai Pemohon II;

Dalam perkara ini Pemohon | dan Pemohon Il secara
bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon li;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tanggal

25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan yang didaftar melalui e-court di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor
4/Pdt.P/2022/PA.Mur, tanggal 25 Januari 2022, dengan mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 09 Juli 2020 bertempat di Rumah Pemohon Il dengan alamat
Wuring, RT/RW. 034/009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat,
Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam
dengan wali nikah adalah Paman Kandung dari Pemohon Il yang bernama
H. Atong bin Saludoh karena Ayah Kandung Pemohon Il sudah meninggal
dan diwakilkan kepada Imam masjid Ar-Rahman Wuring yang bernama
Risman Jaelani dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama
Roni bin H. Yasin dan Muhammad Mahdi bin H. Yasin dengan maskawin
sebuah Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon
Il berstatus Janda, dan sama-sama beragama Islam;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat hubungan mahram
(hubungan darah/nasab dan susuan) maupun larangan lain yang
menghalangi sahnya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat pada Kantor
Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memiliki
1(satu) orang anak yang bernama;

a. Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere, pada tanggal 28 April 2021, jenis
kelamin Perempuan;

7. Bahwa anak-anak tersebut adalah lahir dari pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il, namun hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum dicatatkan secara resmi;

8. Bahwa untuk memenuhi kepentingan hukum Para Pemohon maka Para
Pemohon mengajukan permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
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Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang nomor 24 Tahun 2013;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul
menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili

perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Sunaryo bin Jumadin) dan
Pemohon Il (Rini Maisarah binti H. Yasin) yang dilaksanakan pada tanggal
09 Juli 2020 bertempat di rumah orang tua Pemohon Il di RT/RW. 034 /
009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

3. Menetapkan seorang anak bernama:
a. Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere, pada tanggal 28 April 2021,

jenis kelamin Perempuan;

adalah anak sah Pemohon | dan Pemohon II;

4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di
Kantor Urusan Agama Setempat;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang

seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama
Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk
mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon | dan
Pemohon 1l pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada
tanggal 25 Januari 2022 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang
waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Agama Maumere;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon |
dan Pemohon Il telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon dengan perbaikan pada petitum angka nomor 5 menjadi berbunyi
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sunaryo
dengan NIK 5307070107830028, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Sikka, bertanggal 12-06-2020, bermeterai cukup dan setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Rini
Maisarah dengan NIK 5307144908840001, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sikka, bertanggal 19-11-2018, bermeterai cukup
dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Surat Keterangan Domisili nomor KW.470/29/SKD/1/2022 untuk atas nama
Sunaryo, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang Kecamatan Alok Barat
Kabupaten Sikka, bertanggal 25 Januari 2022, telah bermeterai cukup,
bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sunaryo dengan
nomor 5307141201210003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 12-01-2021,
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0001/AC/2020/PA.Mur, atas nama Rini
Maisarah binti H. Yasin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama
Maumere, tanggal 3 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai
dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon | dan Pemohon I

dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haryadi bin Edi Mashudi, tanggal lahir 23 Januari 1972, agama Islam,
pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Wuring Leko RT.036
RW.007, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka,
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon | bernama Sunaryo bin Jumadin dan
Pemohon Il bernama Rini Maisarah binti H. Yasin sebagai tetangga
saksi;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon | dan Pemohon I
adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon
Il yang dilangsungkan di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan
Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tanggal 09 Juli 2020;

- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon 1l adalah paman
Pemohon Il yang bernama H. Atong bin Saludoh karena ayah kandung
Pemohon Il sudah meninggal dunia, saksi mengetahui yang mewakili
wali dalam akad nikahnya adalah Imam Masjid yang bernama Risman
Jaelani, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram, serta
disaksikan oleh 2 orang laki-laki, yaitu Roni bin H. Yasin dan
Muhammad Mahdi bin H. Yasin;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus janda cerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena
penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas
perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere, pada tanggal 28 April
2021, jenis kelamin Perempuan;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan lItsbat
Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi
pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. Sawiudin bin H. Mustafa, tanggal lahir 27 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan

Nelayan, tempat kediaman di Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten

Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | bernama Sunaryo bin Jumadin
sebagai adik sepupu saksi dan Pemohon I, Rini Maisarah binti H.
Yasin;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
yang dilangsungkan di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan
Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tanggal 09 Juli 2020;

- Bahwa saksi mengetahui dari informasi keluarga saksi yang bertindak
sebagai wali nikah Pemohon Il adalah paman Pemohon Il yang
bernama H. Atong bin Saludoh, yang kemudian mewakilkan kepada
Imam yang bernama Risman Jaelani untuk melakukan akad nikahnya,
dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai, dengan
disaksikan oleh Roni bin H. Yasin dan Muhammad Mahdi bin H. Yasin;

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus janda cerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena
penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas
perkawinan tersebut bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan bernama Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere, pada
tanggal 28 April 2021;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan lItsbat
Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/

penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara
terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon | dan Pemohon II mencukupkan
keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi,
lalu Pemohon | dan Pemohon Il menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita
acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya
dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere telah
memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan
permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon | dan Pemohon Il
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari
semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada
pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere,
sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
I dan Pemohon Il telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l pada pokoknya
mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2020 di Wuring, Kelurahan
Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan perkawinan
tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor

Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut
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sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan
akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama
berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh
karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dapat diterima
untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena
suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai
maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya
dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adaya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan
bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut sah, maka harus
memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il guna memperkuat dalil-
dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi
yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat
bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan
kartu keluarga Pemohon | dan Pemohon I, yang telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi dari akta otentik,
telah terbukti Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan berdomisili

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi
kompetensi relative Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah memenuhi syarat
formil sebagai bukti, Pemohon | dan Pemohon Il telah diakui oleh lingkungan
dan pemerintah di tempat tinggalnya sebagai sebuah keluarga, dimana
Pemohon | berstatus sebagai Kepala keluarga dan Pemohon Il berstatus
sebagai istri, dan telah pula dikaruniai keturunan anak, namun bukti P.4 tersebut
bukanlah sebagai bukti perkawinan, sehingga bukti P.4 tersebut dalam perkara
ini hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata status Pemohon
Il saat dilaksanakan pernikahannya dengan Pemohon | adalah janda dan telah
melewati masa iddah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud
Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan
pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling
bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon
II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan
sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana
maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saks-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon
dipersidangan mengetahui tentang peristiwva saat terjadinya pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut karena saksi-saksi tersebut hadir saat
pernikahan Pemohon | dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada

tanggal 09 Juli 2020 di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Sikka, yang bertindak sebagai wali Pemohon II dalam
pernikahan tersebut adalah paman Pemohon Il yang bernama H. Atong bin
Saludoh dikarenakan ayah kandung Pemohon Il sudah wafat, yang
kemudian paman Pemohon Il tersebut mewakilkan akad nikahnya kepada
imam masjid yang bernama Risman Jaelani, dengan mahar berupa cincin
emas 2 (dua) gram tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki
bernama Roni bin H. Yasin dan Muhammad Mahdi bin H. Yasin yang
kesemuanya beragama Islam;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon | dan Pemohon 1l tidak
ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab
lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus janda cerai;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il sejak dahulu
hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah murtad dan selama menikah
tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah lahir 1 (satu)
orang anak perempuan yang bernama Fajriah Ramadhani, lahir di
Maumere, pada tanggal 28 April 2021;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan Itsbat Nikah
karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan
administrasi penerbitan buku nikah Pemohon | dan Pemohon Il dan juga
untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah pula memberikan
pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
peristiwa pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon Il
serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara Islam pada tanggal 09 Juli 2020 di Wuring, Kelurahan Wolomarang,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
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- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan
yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama Sunaryo bin Jumadin),
calon istri (Pemohon I, bernama Rini Maisarah binti H. Yasin), wali nikah
Pemohon Il (paman Pemohon Il yang bernama H. Atong bin Saludoh),
saksi-saksi (Roni bin H. Yasin dan Muhammad Mahdi bin H. Yasin), ijab
kabul dan adanya mahar (cincin emas 2 (dua) gram, diserahkan tunai);

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan untuk
menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang
menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang
keberatan atas perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan keduanya
tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa anak yang bernama Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere, pada
tanggal 28 April 2021, jenis kelamin perempuan adalah anak yang lahir dari
pernikahan Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari
Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah

Pemohon | dan Pemohon Il dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri,
wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut
adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama
dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan
agama yang dianut oleh Pemohon | dan Pemohon |l serta perkawinannya harus
memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai
dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 09 Juli 2020, di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok

Barat, Kabupaten Sikka yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan
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sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan
perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara
Pemohon | dengan Pemohon Il sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat
an-Nisa’ ayat 23:

Sigal 5 Al iy 5 FY) iy 5 WSA g aSiae 5 WKiGAT 5 WSl 5 aSigal oSile Cuaga
i) pSEs (e oS s (A Gl oS 5 Sl Cigal 5 Al (e oS AT 5 S A
| ymand O 5 oSileal (e ¢l pSHT Jila 5 oSile lin S g £8lA 15355 ol (3 G pila

Sl st O 1 o) il 38 L Y) oY) o

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan
sejak perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il pada tanggal 09 Juli 2020
sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-
pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dapat
membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon | dan
Pemohon 1l yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2020 yang dilaksanakan menurut
agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana
ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk
melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum
Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon
| dan Pemohon Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 memohon
kepada Pengadilan Agama agar 1 (satu) orang anak Pemohon | dan Pemohon
Il yang bernama Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere, tanggal 28 April 2021,
jenis kelamin perempuan, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti 1
(satu) orang anak bernama Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere, pada tanggal
28 April 2021, jenis kelamin perempuan adalah anak yang lahir dari pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan para
Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum
Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: “Pencatatan Nikah berdasarkan
putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA
Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”, dan telah
ternyata Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah Kecamatan
Alok Barat maka kepada Pemohon | dan Pemohon Il diperintahkan untuk
mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya
sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Sunaryo bin Jumadin)
dengan Pemohon Il (Rini Maisarah binti H. Yasin) yang dilaksanakan pada
tanggal 09 Juli 2020 di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok
Barat, Kabupaten Sikka;
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3. Menetapkan anak yang bernama Fajriah Ramadhani, lahir di Maumere,
pada tanggal 28 April 2021, jenis kelamin perempuan adalah anak sah
Pemohon | dan Pemohon II;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

5. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis
hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Yusuf
Bahrudin, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy. dan Ahmad
Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdullah,
S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon | dan
Pemohon Il secara elektronik;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Fauzy Arizona, S.Sy Yusuf Bahrudin, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah, S.H., M.H.
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Perincian Biaya Perkara:
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses . Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 0,00
PNBP Panggilan Pemohon : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)
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